BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SISIUUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON

Menimbang :

Mengingat

I &8

2%,

DENGAN RAIIMAT TUILAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapetn Buton, perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelaulan
dan Perikanan Kabupalen Buton;

Pasal 18 ayat (6) Undanf-Urndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat [T di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 200Y (Lembaran Negara Republik ITndoncsia Numor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan Dacrah(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20041 Nomor 126, Tambakan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnr 4438);



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

lIndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739), scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20]4(Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah (Lembtaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keduz atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran hegara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114});

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2015 Nemor 6);

Peraturan Daesrah Kabupaten Buton Nomor 2 ‘Tahun 2016
tentang Urusan Femerintahan Yang WMenjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupalen Bulon Sebagai Dacrah Otonom (Lembaran
Dacrah Kabupaten Duton Tahun 2016 Nomor 112);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pcdoman Nomenklatur
Perangkat Dacrah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang Melakssnakan Urusan Pemerintah di
Ridang Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUTON.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

e

10.

I1.

12,

13.

14,

15.

16,

17.

18.

Daerah adalak Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupezl adalah Wakil Bupali Bulorn.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebul
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buton

Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Burton.

Dinas Kelautan dar Perikanan adalah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Buton.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Penkanan
Kabupaten Buton.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Buton.

Sekretaris Diras yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

Bidang adalal Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Buton.

Kepala Seksi adzlah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknie Dinae, yvang selanjutnya disebut UPTD
adalah 1Inif Perlaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Buton vwyang melaksanakan kegiatan tekms
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Butor.



EABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang
menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
Lerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalu Sckretaris Dacrah.

BAB llI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Daecrah Tipe A.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat
(1) terdin atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretanat,

c. Ridang Pergembangan Perikanan Tangkap;

d. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidayg;

e. Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempal
Pelelangan Tkan;

f. Bidang Pergembangan dan Pengelolaan Kawasarn,

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a,
adalah pimpinan Dinas Perikanan yang Derada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
dan membawahi Sekretaris Dinas, Bidang-Bidang, UPTD, dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(4] Sekretariat sebagaimara dimaksud pada ayat (1] huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yvang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan dan membawat. -

a. Sub Bagian Perencanaan dan Data statistik;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



1)

[©5)

7)

8)

(10)

Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kelautar dan Perikanan melalui Sekretaris dan membawahi:

a. Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tangkap;

b. Seksi Permodalan dan IPTEK Perikanan Tangkap; dan

c. Seksi Pembmaan Kelembagaan Perikaran Tangkap.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dianaksud

pada ayat {1} huruf d, dipimpin cleh seorang Kepala Bidang

vang berada dibawah dan bertangoung jawsab kepada Kepsala

Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan

membawah::

a. JSeksi Diklat dan Pendampingsn Ulsaha Perikanan
Budidaya;

b. Selksi Permodalan dan IPTEK Usaha  Perikanan
Budidaya; dan

¢, Seksi Pembinaan  Kelembagaan  Usaha  Perikanan
Budidaya.

Bidang Faslitasi 'crizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan dimaksud pada ayat (1) huraf e, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang vang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepacda Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui
Sekretaris dan membawahi:

a. Seksi Faslitasi Penzinan;
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
c. Scksi Pengelolaan Tempal Pelelangan Tkan.

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan dimaksud
pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris dan
membawah!:

a. ScksiPcngembangan Kawasan Budidaya;

b. Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya; dan

¢. Seksi Perbenihan dan Pembesaran Ikan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin olsh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Scksi sebagaimara dimaksud ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan
ayat (8), dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab Kkepada Kepala Bidang
masing-masing.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Dinas Kelautan dan  Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan  urusan pemerintahan . yang  menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan vang diberikan
kepada daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud avat (1| menvelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pclaksanaan kcbijakan scsuai dengean lingkup tugasoya;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesual dengan
Linghkup tugasaya,

d. pelaksanaan admimstrasi dinas sesual dengan lingkup
tugasnya, dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas mempunyal tugas membantu DBupati
melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan
Periksnan meliputi perikanan tangkan dan perikanan budi
dava yang menjadi kewenangan daerah sesuai azas otonomi
daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan
kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelavan kecil dan
usaha kecil pembudidaya ikan, penertiban SIUP di idang
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 ([satu)
daergh kabupaten, pengelclaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan lkan (TPl) dan  pengelolaan
pembudidayasn ikam,

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan
usaha kecil pembudidaya 1kan, penertiban SIUP di bidang
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu)
daerah kabupatcn, pengelolaan dan  penyelenggaraan



Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan pengelolaan
pembudidayaan ikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan
nelayan kecil dan usaha kecii pembudidaya ikan,
penertiban SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan
dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan
pengelolaan pembudidayaan tkan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penikanan
Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan
Fungsional; dan

f. pelaksanaan tugas lain terkait bidang Kkelautan dan
perikanan yang diberikan olen Bupati.

Bagian Ketiga
Sckretanat

Pasal 5

Sekretariatl Dinas mempunyai tugas melaksanskan sebagian
tugas dinas dalam pelayanan administratif dan kesekretariatan
kepada semua satuan kerja di lingkungen Dinas Kelautan dan
Perikanan yang meliputi urusan perencanaan, data statistik
perikanan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian,
kelatalaksanaan dan hukum, keuangan, kepegawalan, umum
dan perlengkapan, humas dan protokol serta urusan pendidikan
dan pelatihan.

Pasal 6

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam

pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun rencana kerja,
program dan keglatan dinas perikanan;

b. pelaksanaan penyajian data statistik perikanan dan pelaporan
akuntabilites dinas;

c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan
penyusunan anggaran, nmum dan perlengkapan;

d. pelaksanaan Urusan administrasi kepegawaian,
ketatalaksanaan dan hukum, humas dan protokol serta
pendidikan dan pelatihan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesual bidang tugasnya.



Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Data Statistik mempunyai
tugas mengumpulkan bahan petunjuc teknis penyusunan
rencana program dan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah
data statistic perikanan, menyusun laporan kinerja dinas
perikenan.

Pasal 8

Kepala Suh Ragian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
pembukuan keuangan dinas, menyusun laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan kecuangan
dinas, menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan
barang perlengkapan, menyiapkan bahan untuk penghapusan
barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola
maupun dikuasai dinas

Pasal Y
Sub Umum dan Kepegawaian mempunyal tugas melaksanakan
urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-
rapat dinas dan pendokumentasian  <egiatan = dinas,
melaksanakan  peaguwnpulan,  pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaen  data  kepegawaian  dilingkungan dinas serta
menyiapkan usulan kenaikan pangkat dan pension pegawai

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap
Pasal 10

Kepala Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai
tugas melaksankan penyiapan koordinasi, fasilitasi dan
pelaksanaan kebijakan, cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pengembangan usaha perikanan tangkap.

Pasal 11

Kepala Bidang Pengembangan Perikenan Tangkap dalam
melaksanakan tupas arbhapaimana dimaksud dalam Pasal 10,
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan
11saha perikanan tangkap;

b. pelaksanaan penetapan standar dan kriteria pengembangan
usaha perikanan tangkap;

c. pemberian pendidikan, pclatihan serta bimbingan teknis dan
evaluasi pengembangan usaha pericanan tangkap;

d. penyusanan laporan pelaksanaan  program dan kegiatan
pengembangan usaha perikanar tangkap;

e. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Pasal 12
Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Perikanan Tangkap
mempunyai tugas melakukan pengumpualan data, identiiikasi,
analisa, cvaluasi serla pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serla pendampingan usaha perikanan
tangkap.

Pasal 13

Kepala Selksi Permadalan dan IPTEK Perikanan Tangkap
mempunvai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi,
analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi
kemitraan usahs, serta pemberian kemudahan akses ilmu
pengetabuan, teknologi dan informasi kepada pelaku usaha
perikanan tangkap.

Pasal 14

Kepala Seksi Kelembagzan Perikanan Tangkap mempunyai tugas
data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanzan
pembinaan kelembagaan usaha perikanan tangkarp

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 15
Kepala Bidang  Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya
mempunyai  lugas melaksanakan  peoyiapan  koordinasi,
peruriusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya.

Pasa' 16

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dalam

melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 15,

menyelengegarskan fungsi:

a. pelaksanasn inventarisasi dan identifikasi pengembangan
usaha perikanan budidaya;

b. pelaksanaan penetzpan standar dan kriteria pengembangan
usaha perixanan budidaya;

c. pemberian pendidikan, pelatihan serta bimbingan teknis dan
evaluasi pengembangan usaha perikanan budidaya;

d. penyusanan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
pengembangan usaha perikanan budidaya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 17

Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Uszha Perikanan
Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
identifikasi, analisa, evaluasi serta pelaporan pelaksanzan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan
usaha perikanan budidaya.

Pasal 18

Kepala Scksi 'crmodalan dan IPTEK Ussha Perikanan
Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpilan data,
identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan can
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pclaksanzan
fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemucahan akses
ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pelaku
usaha perikanan budidaya.

Pasal 19

Kepala Seksi Kelembagaan Usana Perikanan Rudidaya
mempunyai tugas data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluas: serta pelaporan
pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha pericanan

budidaya

Ragian Keenam
Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan

Termnpat Pelelangan [kan

Pasal 20

Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempat
Pelelangan lkan mempunyai lugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi serta peleporan pelaksanaan pernerbitan rekomencasi
izin usaha perikanan, pembinaan dan pendampingan kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan
tempat pelelangan ikan

Pasal 21

Kepala Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan Tempal
Pelelargan lkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud Pasal 20, menyelenggarakan fungs: :

a. pelaksanzan fasilitasi dan  koordinasi  penerbitan
rekomendasi surat izin usaha perikanan
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b. pelaksenaan pembinaan dan pendampingan pada kegatan-
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan
distribusi ikan

c. pelaksanaan kebijakan dan pelaporan pengelolaan Tempat
Pelelangan Tkan

d. pelakszan tugas lain yang diberikan ole Kepala Dinas.

Piesal 22

Kepala Seksi Fasilitas: Penznan mempunyal tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan balian
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, cvaluasi  serta
pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Sural Izin
Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya lkan
dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Pasal 23

Kepala Scksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas
melaekukan pengumpulan data, identiikasi, analisa, poroylapai
bahan perumusan dan pelaksanaan kcbijukan, cvaluasi serta
pelaporan  pelaksanaan pembinaan dan  pendampingan
kegiatan-kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan serta distribusi ikan

Pasal 24
Kepala Seksi Pengembangan Investasi Kelautan dan Perikanan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi,
analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelalaan
dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Tkan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan

Pasal 25

Kepala RBRidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan
mempunvai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan,
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Pasal 26

kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan dalam
mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 235,
menyelenggarakan fungsi :

d. pelaksanaan perumusan Kebijakan tcknis pengembangan
kawasan budidaya, perbenihan dan pembesaran ikan

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur
pengelolacn kesehatan lingkungan budidaya ikan

¢ penyusunan laporan pelaksanaan program dan keglatan
pengembangan kawasan  budidava, perbenihan dan
pcmbesaran ikan serta keschatan lingkungan budidaya ikan;

g pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Kepala Secksi Pengembangan Kawasan Budidaya mempunvai
tugas melakukan pengumopulan data, identifikasi, analisa,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi can pelaporan penyusunan rencana pengembangan
dan pengelolaan kawasan budicaya perikanan berdasarkan
RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan
pembudidayaan ikan,

Pasal 28

Kepala Seksi Keschatan Lingkungan Budidaya mempunyai
tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi can
pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuok
pembudidayaan ikan, pengelolaan keschatan ikan dan
lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan
yvang digunakan pembudidaya ikan

Pasal 29

Kepala Scksi Perbenihan dan Pembesaran lkan mempunyai
tugas mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penylapan
bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan pelaksnaan pemkbinaan Cara Pembenihan lkan yang
Baik dan Cara Pembesaran lkan vang Daik, pcnycdiaan benih
ikan, calon induk dan induk iksn bermutu serta pelestarian
calon induk, induk dan /atau benih ikan



BAB V
TATA KERJA

Pasal 30

Setiap unsur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
dalam melaksanakan tugas dan tungsi harus menerapkan
prinsip koordinasi, mntegrasi, dan sinkromsasit baik  dalam
lingkurgan Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, maupun
dalam hubungan Dinas «Kclautan dan DPornkanan dengan
Perangkat Daerah dan atau Lembaga lain terkait

Pasal 31
(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab
memimpin dan menggoordinasikan  bawahan  dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanzan
tugas sesual dengan urzian lugas yang lelah dilelapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud psda
ayat (1) harus diikuti dan patuhi oleh hawahan sccara

bertanggung jawab serta dilaporkan sccara berkala sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlalou.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit
organisasi dibawahnya.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap
peiabat di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat
mendeclegasikan  kewenangan  tertentu  kepada  pejabat
dibawahnva sesuai dengan ketentnan dan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELCN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
l.selon
Pasal 34

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan siruktural eselon ITb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

[2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon Illa
atau jabatan administrator.
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Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon [ITb
atazu jabatan administrator

Kepala 3Sub Bagian, Kepala Scksi, dan Kepala UPTD
merupakan jabatan struktural esclon Va atau jabatan
PENgawas,

Bagian Kedua

Pengangkalan dan Pemberhentian

Pasal 35
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepals Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pegjabat
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan lugas
dalam [lingkungan Dinas Kelautan dan Pernkaran
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrali.

Selain bersumber dar Anggsran Pendapatan dan Belanja
Daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kelautan dan DPerikanan dalam melaksanakar tugas dan
fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai
dengsn peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepanpkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturar perundang-undangan yang
berlaku.



Pasal 38

(1) Diingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat
dibentuk UPTD sesual kebutunan dan besarnva beban
kerja berdasarzan peraturan perundang-undangan;

(2] Pembentukan dan susunan organisas: UPTD sebagamana
dimaksud pada avat (1), diarur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

Pasal 30

Dilingkungar Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibenluk
kelompok jabatan fungsional scsuai kcbutuhan dan besarnya
beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017

Pasal 41

(1) Pada szat Peraturan Dupati imi mulai berlaku, Unit
Pelaksara  Teknis  yang sudah  dibentuk  tetap
melaksanakan fugas dan  fungsinya sampal dengan
ditetapkannyva Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit
Pelaksana Teknis vang baru.

(2] Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1]
dilakukan paling lama 6 [enam) bulan sejak
diuncangkasnnya Peraturan Bupati ini.

BAR X
FENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas
Fokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bulon, dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.



Agar
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam DBerita Daerah Kabupaten Buton.

setiap

PARAF
Cecan _l
Pav 2
ke e
boon, . |buicun ol
Moosgy . Cleesy | 10

16

Pasal 43
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangxan.

orang

mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 ORTOBREL 2016

BUPATI BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



16

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dinundangkan.

Apar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Rutan.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal |3 (=TORER 2016

PARAF
Des 2
k. Oke BUPATI BUTON,
mhj i ﬁ? Cap/TTD
(oo - Croey
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundargkan di Pasarwajo

Pada tanggal 14 o<Tbyger 2016
Pl.. SEKRETARIS DA KABUPATEN BUTON,

KASIM, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198503 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .....5..
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